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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang 

batasan illegal fishing di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana 

terhadap Terhadap Pelaku pencurian ikan (illegal fishing). Jenis penelitian dalam 

penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa 

penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini 

menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah 

dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian 

menunjukan Pengaturan hukum tentang batasan illegal fishing di Indonesia adalah, 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah 

pencurian ikan di perairan zona EkonomiEkslusif Indonesia. Berlakukannnya 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan 

terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta 

perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan 

tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah 

pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melalukan pencurian ikan 

secara illegal maka dari itu untuk meningkatkan kekuatan hokum dalam undang-

undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas 

mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang- Undang Nomor 45 

Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas 

dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat 

(2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 

penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak 

memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). 

Kata kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Pencurian Ikan (Illegal Fishing) 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the legal setting regarding the limits of illegal 

fishing in Indonesia and to determine the form of criminal sanctions against the 



perpetrators of illegal fishing. The type of research in writing this thesis is carried 

out with normative legal research in the form of library research using 3 legal 

materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 

legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means 

it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results 

of the study show that the legal regulation regarding the limits of illegal fishing in 

Indonesia is Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, hereby preventing theft 

of fish in the waters of the Indonesian Exclusive Economic Zone. The enactment of 

Law Number 31 of 2004 as for changes in it and the formation of Law Number 45 

of 2009 concerning Fisheries and the second amendment to Law No. 11 of 2019 

because of the increasing number of methods of capture and clear management 

areas, as well as a foreign fishermen who illegally steal fish, therefore to increase 

the legal power in the fisheries law, the law is renewed. Article 93 of Law Number 

31 of 2004 concerning Fisheries does not clearly mention the Indonesian Exclusive 

Economic Zone (ZEEI), but the Fisheries Management Area of the Republic of 

Indonesia. Through Law Number 45 of 2009, the mention of the Indonesian 

Exclusive Economic Zone has been very firm and clear. This affirmation can be 

seen in Chapter XV of the Criminal Provisions of Article 93 paragraph (2) which 

states, "Everyone who owns and/or operates fishing vessels with foreign flags 

catches fish in ZEEI that does not have SIPI as referred to in Article 27 paragraph 

(2), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum 

fine of Rp. 20,000,000,000, - (twenty billion rupiah). 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan data dari 

Organisasi Pangan dan Pertanian 

Dunia atau Food and Agriculture 

Organization (FAO) menyatakan 

bahwa kerugian Indonesia akibat 

Illegal Fishing diperkirakan mencapai 

Rp.30 triliun per tahun. Tindakan 

kapal nelayan asing yang memasuki 

wilayah perairan Indonesia tanpa ijin 

serta mengeksploitasi kekayaan alam 

di dalamnya tentu melanggar 

kedaulatan negara Indonesia. Untuk 

itu harus ada penegakan hukum yang 

tegas berupa penangkapan nelayan 

asing beserta kapalnya untuk di 

proses secara hukum. Tindakan 

penangkapan terhadap kapal nelayan 

asing dapat dibenarkan apabila sudah 

dipenuhinya bukti-bukti bahwa kapal 

nelayan tersebut melakukan Illegal 

Fishing. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 



informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.1 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian yang berfokus pada 

norma dan penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sebagai data utama. 

2. Sifat Penelitian  

Sedangkan sifat penelitian 

yang penulis pergunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriktif 

analitis dalam pengertian semua 

bahan hukum yang penulis dapatkan 

akan digambarkan dan diuraikan 

kemudian dianalisa. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang mempu

nyai kekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan sepertii:2 

                                                             
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 
Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  
Rajawali), hal. 27 

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

4) Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 45 

Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 31 Tahun 

2004 Tentang Perikanan 

b. Bahan hukum sekunder adalah 

yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, 

meliputi buku, hasil penelitian, 

pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada 

relefansinya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk dan 

2Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 



pengertian terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, 

meliputi kamus-kamus hukum 

atau kamus bahasa lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Hukum. 

1) Untuk menjawab 

permasalahan yang ada 

Peneliti melakukan 

pengumpulan bahan 

hukum melalui studi 

dokumen (studi 

kepustakaan) meliputi 

bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier 

yakni dengan cara 

melakukan inventarisasi 

dan identifikasi terhadap 

sejumlah peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen hukum, catatan 

hukum, hasil-hasil karya 

ilmiah dan bahan 

bacaan/literatur yang 

berasal dari ilmu 

pengetahuan hukum 

dalam bentuk buku, 

artikel, jurnal dan hasil 

penelitian yang ada 

kaitannya dengan 

penelitian yang diangkat. 

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Tentang 

Batasan Illegal Fishing Di 

Indonesia 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang 

sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

wilayah perairan laut yang sangat 

luas, serta potensi perikanannya yang 

sangat besar dan beragam. Potensi 

perikanan tersebut merupakan modal 

ekonomi yang dapat dimanfaatkan 

sebesarbesarnya untuk masa depan 

bangsa sebagai tulang punggung 

pembangunan nasional. Namun 

sangat disayangkan, yang dimiliki 

Indonesia saat ini belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik oleh 

negara, buktinya pemanfaatan sumber 

daya dan teknologi di bidang 

perikanan masih sangat 

tertinggal.Diantara beberapa 

permasalahan yang terkait dengan 

kelautan yaitu praktik pencurian ikan 

(illegal fishing) atau IUU (illegal, 

unregulated, and unreported fishing 

practices) oleh kapal ikan asing 

adalah yang terbanyak merugikan 

negara. 



B. Bentuk Sanksi Pidana 

Terhadap Terhadap Pelaku 

Pencurian Ikan (Illegal 

Fishing) 

Penegakan hukum dan peningkatan 

keamanan di laut Indonesia (Perairan) 

Indonesia dan Zona Ekonomi 

Eksklusif) yang luasnya 6 juta km2 

tersebut (3 kali dari luas darat) masih 

memerlukan perhatian yang besar, 

termasuk penegakan hukum dan 

pengamanan di Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI). Peningkatan 

kemampuan penegakan hukum dan 

pengamanan ini mencakup suatu 

kerja sama yang erat antara kegiatan-

kegiatan di darat, laut, dan udara. 

Usaha-usaha meningkatkan 

monitoring, kontrol, surveillance, 

serta kegiatan-kegiatan penyelidikan 

dan proses pengadilan harus ditata 

dengan sebaik-baiknya.3 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Illegal fishing merupakan 

masalah klasik yang sering 

dihadapi oleh negara yang 

                                                             
3 Slamet Soebiyanto, “Keamanan Nasional 

ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan 

Laut”, 

memiliki banyak pantai 

karena masalah tersebut 

sudah ada sejak dulu. Namun 

hingga sekarang masalah 

illegal fishing masih belum 

dapat diberantas. Hal itu 

dikarenakan untuk 

mengawasi wilayah laut 

yang banyak secara 

bersamaan itu merupakan 

hal yang sulit. Negara yang 

sudah memiliki teknologi 

yang maju dibidang 

pertahanan dan keamanan 

sekalipun pasti juga pernah 

terkena kejahatan illegal 

fishing. Pengaturan hukum 

tentang batasan illegal 

fishing di Indonesia adalah, 

Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang 

Perikanan dengan ini 

mencegah pencurian ikan di 

perairan zona 

EkonomiEkslusif Indonesia. 

Berlakukannnya Undang-

undang Nomor 31 Tahun 

Majalah Patriot, 2007, hlm.10. 



2004 adapun perubahan 

didalamnya dan terbentuklah 

Undang-undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang 

Perikanan serta perubahan 

kedua pada Undang-undang 

No 11 Tahun 2019 adanya 

perubahan tersebut 

dikarenakan semakin lama 

meningkatnya cara 

penangkapan serta wilayah 

pengelolaan secara jelas, 

serta suatu nelayan asing 

yang melalukan pencurian 

ikan secara illegal maka dari 

itu untuk meningkatkan 

kekuatan hokum dalam 

undang-undang perikanan 

diperbaharuilah Undang-

Undang tersebut. Adapun 

pengaturan yang mengatur 

didalamnya hal-hal 

pembatasan penangkapan 

kapal nelayan jika tidak 

menggunakan bendera 

Indonesia maka di sebut 

kapal asing tidak 

diperbolehkan untuk 

mengankap ikan di garis 

batas zona ekonomi 

eksklusif indonesia tanpa 

adanya surat izin 

penangkapan ikan (SIPI) 

yang telah di keluarkan oleh 

pemerintah Indonesia. Zona 

ekonomi eksklusif indonesia 

Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang 

Perikanan pasal 93 tersebut 

tidak dijelaskan secara jelas 

atas apa yang mengenai di 

zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia, melainkan 

mengatur tentang Perikanan 

Republik Indonesia terhadap 

luas pengelolaan wilayah, 

dengan ini melalui Undang-

undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan 

Perubahan kedua yang 

sebelumnya Undang-undang 

no 31 Tahun 2004 telah 

menyebutkan secara jelas 

dan tegas tentang 

penyebutan zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia. 

Terdapat didalam Bab XV 

Ketentuan Pidana Pasal 93 

ayat (2). 

2. Pencurian ikan yang 

dilakukan oleh kapal 

berbendera asing yang 



masuk kewilayah laut 

Indonesia untuk mengambil 

sumber daya perikanan yang 

ada di Indonesia. Kerap kali 

cost guard, pol air dan juga 

TNI angkatan laut Indonesia 

menemukan tindak pidana 

perikanan dan juga sering 

terjadi tindak pidana 

perikanan yang dilakukan 

oleh kapal asing yang di 

kawal oleh cost guard dari 

negara bersangkutan yang 

membuat geram aparat laut 

Indonesia dan sudah banyak 

pemerintah Indonesia 

melenyapkan kapal-kapal 

asing yang mencuri ikan di 

Indonesia guna memberikan 

efek jera namun tetap saja 

dilakukan oleh negara-

negara lain terhadap 

perikanan Indonesia. Tindak 

pidana perikanan juga tidak 

hanya terjadi di laut di 

Indonesia dimana tindak 

pidana perikanan juga harus 

tetap di awasi di perairan 

Indonesia seperti danau dan 

sungai-sungai besar di 

Indonesia. Tindak pidana 

pencurian ikan di Zona 

Ekonomi Eksklusif 

Indonesia Wilayah 

Pengelolaan Perikanan 

Republik Indonesia oleh 

nelayan asing menurut audit 

BPK mencapai 30 trilyun 

rupiah pertahun. Menarik 

pula, pelaku tindak pidana 

pencurian ikan yang 

dilakukan nelayan asing di 

perairan Zona Ekonomi 

Eksklusif tidak boleh 

dijatuhi pidana penjara 

selama belum ada perjanjian 

antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan 

pemerintah Negara yang 

bersangkutan. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan 

pasal 93 tidak menyebutkan 

secara jelas mengenai Zona 

Ekonomi Eksklusif 

Indonesia ( ZEEI ), 

melainkan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan 

Republik Indonesia. Melalui 

Undang- Undang Nomor 45 

Tahun 2009, penyebutan 

Zona Ekonomi Eksklusif 



Indonesia sudah sangat tegas 

dan jelas. Penegasan itu 

dapat dilihat pada Bab XV 

Ketentuan Pidana Pasal 93 

ayat (2) menyatakan, “Setiap 

orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 

kapal penangkap ikan 

berbendera asing melakukan 

penangkapan ikan di ZEEI 

yang tidak memiliki SIPI 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (2), 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling 

banyak Rp. 

20.000.000.000,- (dua puluh 

milyar rupiah). 

B. Saran 

1. Terkait dengan ketentun 

hukum tentang batasan 

tentang illegal fishing 

harapannya kedepan buat 

para pemangku kebijakan 

dapat memberikan sebuah 

produk peraturan 

perundang-undangan yang 

lebih khusus agar tidak 

adanya kekaburan hukum 

terkait dengan illegal fishing 

dan kedepan agar dapat 

memberikan kepastian 

hukum dalam proses 

pelaksanaan pencegahan 

illegal fishing. 

2. Terkait dengan sanksi pidana 

terhadap adanya illegal 

fishing diharapkan kedepan 

agar kiranya adanya sebuah 

produk hukum berbentuk 

undang-undang yang 

mengatur ketentauan secara 

khusus yang menjamin 

kepastian hukum terhadap 

adanya tindak pidana illegal 

fishing dan memperberat 

ancaman pidananya agar 

dapat membikin efek jera 

dan dapat meminimalisir 

kejahatan tindak pidana 

illegal fishing.  
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